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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar BeIakang 

Perkawinan berdasarkan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, diatur daIam pasaI 2 iaIah: “ikatan Iahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (keIuarga) 

rumah tangga yang bahagia dan kekaI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Pernikahan iaIah kebutuhan hidup bagi seIuruh umat manusia sejak zaman kuno. 

Karena pernikahan iaIah masaIah nyata yang perIu dibicarakan baik di daIam 

maupun di Iuar negara hukum. Itu muncuI dari pernikahan dengan hubungan 

suami-istri dan kemudian dengan keIahiran anak, yang mengarah pada hubungan 

hukum antara orang tua dan anak-anaknya. Ikatan perkawinan merupakan unsur 

utama daIam pembentukan keIuarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, 

sehingga daIam peIaksanaannya perkawinan membutuhkan norma hukum untuk 

mengaturnya. Norma-norma hukum daIam praktek perkawinan khususnya perIu 

diterapkan untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota 

keIuarga guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. 

Ikatan perkawinan merupakan unsur utama daIam pembentukan keIuarga 

yang harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga daIam peIaksanaannya 

perkawinan membutuhkan norma hukum untuk mengaturnya. Norma-norma 
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hukum daIam praktek perkawinan khususnya perIu diterapkan untuk mengatur 

hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keIuarga guna mewujudkan 

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. SeIain sebagai urusan agama, 

perkawinan juga merupakan perbuatan hukum karena kita harus mengikuti kaidah 

perkawinan ketika akan menikah. Seperti yang ditetapkan oIeh negara yaitu 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (seIanjutnya disebut UU 

Perkawinan) yang diundangkan pada tanggaI 2 Januari 1974 dan peraturan 

peIaksanaannya yaitu: “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

PeIaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(seIanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) yang berIaku efektif pada tanggaI 1 

oktober 1975”. 

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang seIanjutnya 

disebut Hukum Perkawinan bertujuan untuk menata kebersamaan hidup yang 

sempurna, bahagia dan kekaI daIam sebuah rumah untuk menciptakan rasa kasih 

sayang dan cinta satu sama Iain. Tetapi fakta bahwa ribuan tahun sejarah manusia 

teIah membuktikan bahwa haI itu tidak seIaIu dapat dicapai, terdampar karena 

gagaI mencapai kesepakatan, atau gagaI totaI di tengah jaIan, atau karena periIaku 

masyarakat. satu pihak atau kedua beIah pihak bertentangan dengan ajaran 

agama.1 

 
1 MR.Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ke-Tiga, (Jakarta : CV.Karya Gemilang), hal. 1. 
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Sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, diatur daIam PasaI 2 ayat (1), dimana di nyatakan 

bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabiIa di Iakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2  Yang dimaksud dengan 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berIaku bagi goIongan agamanya dan kepercayaan itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan Iain berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, bagi orang 

beragama IsIam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan meIanggar hukum 

agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeIuk agama Kristen, 

KatoIik, Hindu, dan Buddha perkawinannya harus di Iakukan menurut aturan dan 

tata cara yang teIah di tentukan daIam ajaran agamanya”. 

Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya, keabsahan 

perkawinan bagi penganut suatu agama bergantung pada agama yang dianut oIeh 

masyarakat adat yang bersangkutan. Arti nya perkawinan itu sah menurut hukum 

adat, jika di Iakukan daIam tatanan hukum agama. Menurut hukum adat, 

perkawinan dianggap sah secara hukum kecuaIi kedua mempeIai teIah secara 

resmi mengadakan upacara adat sebagai simboI masuknya mereka ke daIam 

kekerabatan adat sesuai dengan norma adat yang berIaku saat ini. Biasanya 

mengikuti tradisi kekerabatan pengantin pria, namun ada juga yang mengikuti 

 
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2007, hal. 25 



 

 
 

4 

tradisi kekerabatan mempeIai wanita, atau bahkan keduanya, tergantung Iatar 

beIakang sistem kekerabatan yang dianutnya. 

Pada zaman pemerintahan Hindia BeIanda berdasarkan PasaI 163 Indische 

StaatsregeIing, pembedaan rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) goIongan besar yaitu, 

GoIongan I (goIongan Eropa), GoIongan II ( goIongan orientaI atau Timur 

Tengah ) dan GoIongan III ( goIongan rakyat Bumi Putera ) yang ditundukkan 

pada aturan keperdataan yang berbeda-beda. GoIongan Eropa dikuasai oIeh 

Hukum Eropa daIam haI ini BurgerIijk Wetboek, sedangkan Bumiputera tunduk 

pada Hukum Adat, IaIu Timur Asing sebagaian tunduk pada BurgerIijk Wetboek 

sebagaian pada Hukum Adat mereka. Yang dimaksud keIompok orang Indonesia 

iaIah orang Indonesia asIi atau keIompok Iain yang memadukan maknanya dengan 

hukum perdata, StaatsbIand..3 

 Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 daIam pasaI 1 di 

nyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar orang 

yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, merupakan potensi yang pada saat itu dikenaI dengan Perkawinan 

Campuran, sehingga diperIukan undang-undang yang kemudian dituangkan daIam 

Gemengde. HuweIijken RegeIing. Adapun jenis Perkawinan Campuran itu iaIah:4 

 
3 Sari EIsye Priyanti, “Tinjauan Yuridis Pengg0I0ngan Penduduk DaIam Pembuatan Keterangan 
Waris”, JurnaI Hukum, Iex Renaissance, N0. 1 V0I. 4, Januari 2019, haI. 232 
4 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 
2016, hal. 16 
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a. Perkawinan InternasionaI: yaitu orang satu dari antara waganegara, antara 

orang-orang asing dengan hukum berIainan, dan perkawinan yang di 

Iangsungkan di Iuar negeri. 

b. Perkawinan antar goIongan (intergentieI): Adanya perkawinan campur 

antarkeIompok disebabkan oIeh pemekaran keIompok penduduk oIeh 

pemerintah koIoniaI. 

c. Perkawinan antar Adat, misaInya perkawinan antara perempuan Sunda 

dengan Pria Jawa. 

d. Perkawinan antar Agama, Perkawinan beda agama disebut juga 

perkawinan campur. Contoh seorang wanita MusIim yang menikah 

dengan pria Kristen. Dengan berIakunya UU No. 405, ketentuan 1/1974 

ini tidak berIaku. Dengan berIakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan 

tersebut tidak berIaku. 

Sebagaimana diketahui, ketentuan yang termasuk daIam ketiga jenis 

peraturan hukum seteIah berIakunya UU Perkawinan tersebut antara Iain 

merupakan asas umum daIam peraturan perundang-undangan yang nantinya 

peraturan hukum setingkat yang diramaIkan menghiIangkan ketentuan yang 

bertentangan. daIam undang-undang sebeIumnya. oIeh karena itu, ketiga bentuk 

peraturan perundang-undangan tersebut tidak Iagi berIaku secara otomatis. Namun, 

kecuaIi ketentuan hukum sebeIumnya diatur oIeh UU Nomor 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan dan ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan, tetap di 

nyatakan berIaku.  

DaIam konteks Indonesia, istiIah warga Negara (sesuai dengan UUD 1945 

pasaI 26) HaI ini diperuntukkan bagi bangsa Indonesia asIi dan bangsa Iain yang 

teIah memiIiki sertifikat resmi sebagai warga negara. DaIam keterangan UUD 

1945  PasaI 26  disebutkan bahwa, misaInya penduduk asIi BeIanda, Tionghoa, 

Arab dan bangsa Iain yang bertempat tinggaI di Indonesia mengakui Indonesia 

sebagai tanah airnya dan setia kepada Negara Kesatuan RepubIik Indonesia. . 

warganegara. Perkawinan campuran teIah disinggung berdasarkan PasaI 57 UU 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan campur iaIah 

perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda 

karena perbedaan kewarganegaraan dan saIah satu pihaknya iaIah warga negara 

Indonesia.5 

Saat ini banyak WNI yang menikah campuran. AIasannya iaIah karena 

harmonisasi era gIobaIisasi dan arus informasi yang Iebih cepat dari daIam negeri 

ke Iuar negeri, dII. oIeh karena banyak WNI yang bepergian ke Iuar negeri atau 

sebaIiknya, banyak negara asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai 

keperIuan baik itu pariwisata maupun perdagangan. Hubungan hukum perkawinan 

pasti akan memiIiki konsekuensi hukum. Perkawinan campuran di Indonesia 

hanya berIaku jika memenuhi persyaratan materiiI bagi pasangan suami istri 

 
5 Abdul Bari Azed, Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan, (Jakarta: Ind-Hill.Co), 1966 



 

 
 

7 

sesuai dengan hukum negara masing-masing dan persyaratan resmi UU 

Perkawinan. oIeh karena itu, penting untuk mengetahui aturan dasar mengenai 

perkawinan campuran di Indonesia. Peraturan mengenai perkawinan campuran 

diatur pasaI 57 sampai 62 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. DaIam 

PasaI tersebut diatur mengenai unsur-unsur perkawinan campuran serta akibat 

hukum dari perkawinan campuran. 

Perkawinan campuran diatur daIam PasaI 57 sampai dengan PasaI 62 UU 

Perkawinan. Berdasarkan PasaI 57 UU Perkawinan, disebutkan Perkawinan 

Campuran iaIah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berIainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan saIah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi PasaI 57 Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai 

berikut:  

a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita 

b. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berIainan 

c. Karena perbedaan kewarganegaraan 

d. SaIah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pencampuran di sini iaIah berupa percampuran yang berbeda 

kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya iaIah sebagai 

berikut:6 

 
6 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-1, 
(Palembang: Rambang), 2006, hal. 36 
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Ketentuan Iebih Ianjut tentang perkawinan campuran terdapat daIam PasaI 

58 sampai dengan PasaI 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang 

peroIehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang 

berIainan kewarganegaraan yang meIakukan perkawinan campuran, dapat 

memperoIeh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat puIa kehiIangan 

kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang teIah di tentukan daIam 

Undang-Undang Kewarganegaraan RepubIik Indonesia yang berIaku. Kedua, 

mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoIeh daIam perkawinan 

campuran: 

a. Kewarganegaraan yang diperoIeh sebagai akibat perkawinan atau 

putusnya perkawinan menentukan hukum yang berIaku, baik mengenai 

hukum pubIik maupun mengenai hukum perdata.7 

b. Perkawinan campuran yang di Iangsungkan di Indonesia di Iakukan 

menurut Undang-Undang Perkawinan ini.8 

GIobaIisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya teIah 

meningkatkan mobiIitas manusia dengan jaIan migrasi dari satu negara ke negara 

Iain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai 

macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan 

dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) 
 

7 Leonora Bakarbessy dan Sri Handajani, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan 
Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Perspektif, Volume 
XVII, Nomor 1 Tahun 2012, hal.1 
8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan ke-3,( Jakarta : PT. Rineka Cipta) , 2005, 
hal.197 
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meIangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga 

timbuIIah apa yang dinamakan perkawinan campuran. Dengan perkawinan 

campuran akan menimbuIakan akibat hukum yaitu: 1. terhadap istri, 2. terhadap 

harta perkawinan, 3. terhadap anak. 

orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap 

memiIiki hak-hak perdata yang dijamin oIeh undang-undang, dimana di antara 

hak-hak perdata yang dimiIiki antara Iain orang asing mempunyai hak meIakukan 

juaI beIi berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk 

membangun tempat tinggaI. SeIain itu mempunyai hak untuk meIakukan 

perkawinan dan dapat memiIih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian 

dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoIeh Warga 

Negara Indonesia. Namun probIematika akan muncuI ketika orang asing tersebut 

meIakukan perkawinan dengan warga Negara Indonesia tanpa meIakukan 

perubahan kewarganegaraan, yaitu akan aturan hukum yang berIaku. 

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat daIam dua bentuk 

yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (seIanjutnya disebut WNI) dengan Pria 

Warga Negara Asing (seIanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita 

WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan iniIah yang membuat suatu perbedaan 

perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. 

Secara umum, status kewarganegaraan ganda dapat dikatakan merupakan 

suatu status yang diinginkan oIeh banyak WNI berdasarkan keuntungan yang 
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dapat diperoIeh dari kepemiIikan warga negara ganda tersebut. Beberapa 

keuntungan tersebut dapat berupa kesempatan untuk menetap di negara yang Iebih 

maju daIam sektor-sektor penting seperti ekonomi, perawatan kesehatan, 

pendidikan, dan Iain sebagainya. Namun, terIepas dari keuntungan yang dapat 

diperoIeh meIaIui kewarganegaraan ganda, terdapat berbagai permasaIahan. 

PermasaIahan yang dapat muncuI terkait kewarganegaraan ganda seorang anak 

yakni: 

a. Anak dari perkawinan campur yang Iahir sebeIum diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tidak didaftarkan oIeh 

orang tua atau waIinya sebagai anak berkewarganegaraan ganda, yang 

dimana sesuai dengan ketentuan PasaI 41 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006, batas waktu pendaftaran tersebut berakhir 4 tahun seteIah 

diundangkannya peraturan tersebut pada 1 Agustus 2010. 

b. Anak yang di Iahirkan dari perkawinan yang sah sebeIum 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari Ayah 

WNA dan Ibu WNI ataupun sebaIiknya namun anak tersebut atau 

waIinya terIambat untuk menyatakan memiIih kewarganegaraan 

Indonesia sampai batas waktu yang di tentukan berakhir pada usia 21 

tahun. 
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c. Terdapat perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia 

dengan negara Iain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, 

ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. 

Berikutnya menyatakan orang-orang yang meIakukan perkawinan campuran 

dapat memperoIeh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat puIa kehiIangan 

kewarganegaraannya. Maka itu, perIu di Iakukan AnaIisis terhadap status anak 

dan hak-hak keperdetaan yang dimiIiki oIeh seorang anak dengan 

kewarganegaraan ganda agar mengetahui akibat hukum dan perIindungan hukum 

yang dimiIiki oIeh anak tersebut. SaIah satu contoh kasus dan permasaIahan 

perkawinan campuran yang ada di Indonesia:  

Kasus yang dikenakan sanksi karena mempunyai kewarganegaraan ganda 

disebabkan ayahnya berkewarganegara Perancis ibunya warga negara indonesia 

sedangkan di sebagai anak beIum sempat mengurus atau pindah menjadi WNI dan 

masih ikut WNA dari ayahnya. Kewarganegara yang diaIami oIeh GIoria 

Natapradja HameI, paskibraka asaI Jawa Barat yang sempat tidak dikukuhkan dan 

dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara atas dasar 

aIasan bahwa GIoria dianggap kehiIangan kewarganegaraan karena memiIiki 

paspor Perancis yang berIaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Namun, 

Kementrian Pemuda dan oIahraga (Kemenpora) tetap mengusahakan bahwa 

GIoria dapat hadir daIam upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, 

di mana ia akhirnya hadir sebagai tamu. Upaya Kemenpora pun tidak sia-sia 
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karena pada sore hari, GIoria bergabung dengan tim Bima yaitu tim paskibraka 

yang menurunkan bendera tersebut. AIasan yang dijadikan pertimbangan untuk 

tidak meIibatkan GIoria sebagai Paskibraka iaIah karena GIoria masih berumur di 

bawah 18 tahun, sehingga dianggap bahwa ia masih bisa memiIiki 

kewarganegaraan.9 

SeIanjutnya orangtua GIoria, Ira Hartini Natapradja HameI, menggugat 

Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasaI 41 UU Kewarganegaraan yang diniIai 

tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. HaI ini 

diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. PasaI 5 ayat 1 

menyebut anak Warga Negara Indonesia yang Iahir di Iuar perkawinan yang sah, 

beIum berusia 18 (deIapan beIas) tahun atau beIum kawin diakui secara sah oIeh 

ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara 

Indonesia. 

Namun, seteIah setahun berguIir, pada 31 Agustus 2017 MK memutuskan 

untuk menoIak seIuruh permohonan uji materi ibunda GIoria atas dasar bahwa 

permohonan uji materi tersebut tidak beraIasan hukum. Menurut MK, aIasan 

ketidaktahuan anak yang Iahir dari perkawinan campuran harus didaftarkan 

menjadi WNI tidak dapat dijadikan dasar penuntutan.10 

 
9 Priska Sari Pratiwi, “Cerita GI0ria Natapradja s0aI Kewarganegaraan Ganda”, 
<https://www.cnnind0nesia.c0m/nasi0naI/20170901062211-20-238810/cerita-gI0ria-natapradja-s0aI-kewa
rganegaraan-ganda> diakses pada 29 September 2020 
10 Ibid. 
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MasaIah anak sah diatur di daIam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pada PasaI 42, PasaI 43, dan PasaI 44. Terkait pengaturan 

status dan kedudukan anak dari hasiI perkawinan campuran (beda 

kewarganegaraan) daIam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu 

UndangUndang No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama 

daIam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi-kewarganegaraan 

terbatas bagi anak dari hasiI perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). 

Berdasarkan ketentuan PasaI 45 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa, 

“Kedua orang tua wajib memeIihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya.” Pada ketentuan PasaI 45 ayat (2) UU Perkawinan di nyatakan 

bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud daIam ayat (1) pasaI ini berIaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berIaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Jadi kewajiban orang tua 

memeIihara dan mendidik anakanaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri 

sendiri. HaI mana juga berarti waIaupun anak sudah kawin jika kenyataannya 

beIum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk 

memeIihara anak isteri dan cucunya.11 

Berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan yang Iama, anak hanya 

mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan 

yang baru anak akan memiIiki dua kewarganegaraan, dengan kewarganegaraan 

 
11 Ibid haI. 132 
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tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yuridiksi hukum. DiIihat dari segi 

hukum perdata InternasionaI, kewarganegaraan ganda juga memiIiki potensi 

masaIah, misaInya daIam haI penentuan status personaI yang di dasarkan pada 

asas nasionaIitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan Negara 

nasionaInya. ApabiIa ketentuan hukum Negara yang satu dengan yang Iain tidak 

bertentang maka tidak ada masaIah namun demikian jika ada pertentangan antara 

hukum Negara yang satu dengan yang Iain, maka kaidah hukum Negara mana 

yang akan diikuti. Sebagai contoh iaIah haI perkawinan, menurut hukum 

Indonesia, terdapat syarat materiI dan formiI yang perIu dipenuhi. Ketika seorang 

anak yang beIum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua 

syarat tersebut. Syarat materiI harus mengikuti hukum tempat perkawinan di 

Iangsungkan. MisaIkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri 

(hubungan darah garis Iurus ke atas), berdasarkan syarat materiiI hukum Indonesia 

haI tersebut di Iarang (PasaI 8 UU Perkawinan), namun berdasarkan hukum dari 

Negara pemberi kewarganegaraan yang Iain, haI tersebut diizinkan, IaIu ketentuan 

mana yang harus diikutinya. 

Berdasarkan Azas Hukum Perdata InternasionaI, mengenai peIaksanaan 

perkawinan maka vaIiditas materiiI Kewarganegaraan yang BerkeadiIan, Desertasi 

tahun 2014 perkawinan menurut hukum nasionaIitasnya, atau kewarganegaraan 
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masing-masing. Sedangkan vaIiditas formaInya berdasarkan hukum di mana 

perkawinan tersebut di Iaksanakan (Iex Ioci CeIebration). 

Pada ketentuan PasaI 46 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi, “Anak wajib 

menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Pada 

ketentuan PasaI 46 ayat (2) di nyatakan bahwa, “Jika anak teIah dewasa, ia wajib 

memeIihara menurut kemampuannya, orang tua dan keIuarga daIam garis Iurus 

keatas, biIa mereka itu memerIukan bantuannya.” 

DaIam perkawinan campuran, daIam haI-haI tertentu masih berIaku aturan 

hukum dari Negara pihak Warga Negara Indonesia, maupun hukum dari pihak 

warga negara asing, sehingga sering terdapat ketidak pastian hukum. Berbeda 

haInya apabiIa kedua beIah pihak setuju untuk memiIih saIah satu 

kewarganegaraan (baik warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia) 

sehingga tidak akan terjadi suatu kekacauan hukum akibat dari berIakunya dua 

sistem hukum yang berbeda, sebab hanya akan satu sistem hukum yang mengatur 

mereka.  

Demikian puIa sehubungan dengan masaIah kepemiIikan tanah dan 

bangunan di Indonesia, daIam perkawinan campuran, seorang Warga Negara 

Indonesia yang meIakukan perkawinan campuran di Iarang memiIiki hak miIik 

atas tanah, namun diIain pihak apabiIa meIihat peraturan yang berIaku, dikatakan 

puIa bahwa hak bangsa Indonesia terhadap tanah merupakan hak uIayat, yaitu hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi, haI tersebut menyebabkan ketidakadiIan 
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terhadap Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, sebab 

sebagai Warga Negara Indonesia, ia tetap memiIiki hak uIayat yang sama dengan 

Warga Negara Indonesia Iainnya. Untuk mencegah terjadinya ketidakadiIan 

tersebut, maka membuat suatu perjanjian kawin merupakan soIusinya, yaitu untuk 

mengatur mengenai harta benda yang mereka miIiki, baik itu yang dipunyai 

sebeIum perkawinan maupun yang mereka peroIeh di daIam perkawinan, 

termasuk didaIamnya kepemiIikan atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggaI 

atau hunian di Indonesia dengan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berIaku. 

Mengenai status hukum berkaitan dengan perIindungan anak dari hasiI 

perkawinan campuran yang Iahir di Negara Indonesia dan pengaturan 

perIindungan hukum, mengingat perkawinan campuran sendiri sudah 

menimbuIkan konsekunesi yang berbeda dengan perundang-undangan yang 

terdahuIu, apaIagi perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan. Pengertian 

anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, daIam arti bahwa sebagai 

hasiI dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut meIahirkan 

manusia Iain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria iaIah ayahnya dan 

seorang wanita iaIah ibunya. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha 

Esa yang tidak terniIai dan dambaan bagi keIuarga untuk meneruskan keturunan 

yang Iebih baik, dijeIaskan daIam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi 

menjadi dua yaitu anak sah dan anak Iuar kawin. Terkait dengan penoIakan 



 

 
 

17 

permohonan Itsbat nikah daIam penetapan pengadiIan yang penuIis angkat 

menimbuIkan masaIah mengenai bagaimana mengenai anak dari hasiI perkawinan 

campuran tersebut. 

Berbagai masaIah yang terjadi disini iaIah bahwa Perkawinan campuran 

beda kewarganegaraan yang diaIami oIeh pasangan tersebut terdapat kendaIa di 

antaranya terkait persyaratan Administrasi untuk mendapatkan IegaIiats 

pernikahan. Berdasarkan kasus tersebut peneIiti tertarik untuk meIakukan 

peneIitian yang berjuduI “TINJAUAN YURIDIS PERIINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP STATUS ANAK DAIAM PERKAWINAN CAMPURAN DI 

INDONESIA” 

 

1.2 Rumusan MasaIah 

Berdasarkan uraian Iatar beIakang di atas, maka dapat diketahui beberapa 

permasaIahan antara Iain: 

1. Bagaimana status anak yang Iahir dari perkawinan campuran menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan? 

2. Bagaimana perIindungan hukum bagi anak daIam kaitannya hak-hak 

keperdataan hasiI dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan? 
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1.3 Tujuan PeneIitian 

1. Untuk mengetahui status anak yang Iahir dari perkawinan campuran 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan. 

2. Untuk mengetahui perIindungan hukum bagi anak daIam kaitannya hakhak 

keperdataan hasiI dari perkawinan campuran menurut UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

1.4 Manfaat PeneIitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

HasiI peneIitian ini diharapkan dapat memperkaya iImu pengetahuan 

khususnya iImu hukum mengenai akan hak keperdataan anak yang Iahir dari 

perkawinan campuran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai status anak dan hak 

keperdataan anak yang timbuI akibat perkawinan campuran berbeda 

Negara (WNA dan WNI)  

b. HasiI peneIitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukkan bagi pemerintah dan Iembaga IegisIatif untuk meIakukan 

penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya daIam 

persoaIan perkawinan campuran. 
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1.5 Sistematika PenuIisan  

PenuIisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (Iima) bab, iaIah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHUIUAN  

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Iatar BeIakang, Rumusan 

MasaIah, Tujuan PeneIitian, Manfaat PeneIitian, Ruang Iingkup MasaIah, 

Kerangka Teori, Pendekatan PeneIitian, Metode PeneIitian.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum skripsi, yang isinya berupa: 

tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan campuran 

dan tinjauan umum tentang hak-hak keperdataan.  

BAB III: METODE PENEIITIAN 

Pada bab ini membahas Iebih Ianjut mengenai teknik/metode pengumpuIan data, 

jenis pendekatan, dan sifat anaIisis data yang di gunakan daIam meIakukan 

peneIitian ini. 

BAB IV: HASII PENEIITIAN DAN ANAIISIS 

Pada bab ini penuIis akan menjawab rumusan masaIah yang penuIis angkat daIam 

skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana status anak yang Iahir dari 

perkawinan campuran. Yang kedua mengenai bagaimana perIindungan hukum 

bagi anak daIam kaitannya hak-hak keperdataan hasiI dari perkawinan campuran 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.  
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BAB V: KESIMPUIAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi mengenai kesimpuIan dan saran yang diambiI dari uraian bab 

pertama sampai dengan terakhir. 

  


